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ABSTRAK 

Tanah merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Dalam pemanfataan 

ruang, proses yang harus dilaksanakan adalah penggunaan dan pengelolaan tanah.  

Salah satunya melalui Otonomi Daerah yang memberikan Pemerintah Desa 

kesempatan untuk mengatur jalannya pemerintahannya sendiri dan  mengelola 

kekayaan yang dimiliki didesanya.. Untuk mengoptimalkan pendapatan desa guna 

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Desa 

melakukan pemanfaatan sewa menyewa tanah kas desa. Dalam pelaksanaanya, 

meskipun telah terwadahi dalam perjanjian yang sempurna, kerapkali terjadi 

penyimpangan dari perjanjian. Dimana dikemudian hari terdapat salah satu pihak 

yang tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian atau 

dapat disebut dengan wanprestasi. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research dengan 

mencari data secara langsung ke lapangan di Kelurahan Banyuraden Kecamatan 

Gamping Kabupaten Sleman dan di PT. Sari Rejeki Agung melalui cara 

pengumpulan data dan wawancara dengan pihak yang terkait guna melihat 

bagaimana pelaksanaan sehingga terjadi wnaprestasi dan upaya penyelesaian 

wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa tanah kas desa. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa  PT. Sari Rejeki Agung 

telah memenuhi  persyaratan dan prosedur sewa menyewa tanah kas desa. 

Pelaksanan perjanjian sewa menyewa tanah kas desa telah direalisasikan oleh 

kedua belah pihak dalam pembangunan gedung dan pembayaran sewa namun PT. 

Sari Rejeki Agung melakukan wanprestasi tentang harga sewa dan cara 

pembayaran. Upaya penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui jalur non litigasi 

yaitu negosiasi.  

Kata kunci : Perjanjian Sewa Menyewa, Tanah Kas Desa, Wanprestasi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tanah merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Manusia beraktifitas, 

bermasyarakat, dan dalam  melangsungkan kehidupannya memerlukan tanah, 

yang hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam. Tanah juga merupakan 

salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomis dan nilai sosial yang 

tinggi. Tanah tidak dapat diproduksi ataupun diperbaharui seperti sumber daya 

alam yang lain yang dapat tergantikan.
1
 

 Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menentukan “Bumi dan air dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 

sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat”.  Berdasarkan pasal tersebut, seluruh 

kekayaan alam baik di permukaan bumi maupun di dalam bumi, termasuk tanah 

penguasaannya ada pada negara. Dikuasai bukan berarti dimiliki oleh negara, 

melainkan negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi dari seluruh rakyat 

Indonesia diberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan persediaan, 

peruntukan, penggunaan, serta pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa untuk 

kemakmuran rakyat.
2
 Dalam pemanfataan ruang, proses selanjutnya yang harus 

dilaksanakan adalah penggunaan dan pengelolaan tanah. Salah satunya melalui 

                                                 
1
 Bernhard Limbong, Hukum Agraria Nasional, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012), 

hlm. 245. 

 
2
 Herlien Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, 

(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 229. 
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Otonomi Daerah yang memberikan Pemerintah Daerah kesempatan untuk 

mengatur jalannya pemerintahannya sendiri, termasuk juga untuk mengelola 

kekayaan yang dimiliki daerahnya, termasuk untuk membiayai jalannya 

pemerintahan di daerah.
3
 Sistem Otonomi Daerah juga merambat hingga ke dalam 

pemerintahan desa. Pemerintahan desa berhak untuk mengatur serta mengelola 

kekayaan yang dimiliki desa untuk membiayai jalannya pemerintahan serta 

pembangunan di desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kekayaan desa 

dipergunakan untuk membiayai segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh desa 

dalam menjalankan pemerintahannya serta pembangunan desa. 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 

Tentang Pengelolaan Aset Desa. Pada pasal  2 ayat (2) menentukan kekayaan desa 

salah satunya yaitu Tanah Kas Desa. Tanah Kas Desa adalah tanah yang dikuasai 

oleh Pemerintah Desa yang hasilnya menjadi sumber pendapatan desa, berupa 

tanah bengkok/lungguh, pengarem-arem, titisara, kuburan, jalan-jalan desa, 

penggembalaan hewan, danau-danau, tanah pasar desa, tanah keramat, lapangan-

lapangan dan tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Desa.  

 Khusus di Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai penglolaan dan 

pemanfaatan tanah kas desa ini diatur di dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 

11 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa, bahwa pemanfaatan tanah 

kas desa dapat dilaksanakan melalui sewa menyewa, pinjam pakai, kerjasama 

pemanfaatan, bangun serah guna dan bangun guna serah. Untuk mengoptimalkan 

                                                 
 

3
Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menurut UUD 1945, 

(Bandung: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 19. 
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pendapatan desa guna peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, Di 

Kabupaten Sleman DIY tepatnya di Kalurahan Banyuraden Gamping Sleman 

yang merupakan daerah stategis dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, 

Pemerintah Desa melalui sebuah Perseroan Terbatas (PT) yaitu PT. Sari Rejeki 

Agung dibangun kawasan perdagangan dalam bentuk pertokoan dan perkantoran 

terpadu atau sering disebut pertokoan dan perkantoran terpadu. Pertokoan dan 

perkantoran terpadu ini dapat merupakan suatu pilihan yang sesuai untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat karena dimanfaatkan sebagai kawasan 

perdagangan. Karena pertokoan dan perkantoran terpadu tersebut berdiri di atas 

tanah kas desa Banyuraden yang berarti milik Pemerintah Desa, dengan 

penggunaan tanah tersebut perlu adanya kepastian hukum yaitu suatu perjanjian 

sewa-menyewa antara Pemerintah Desa dengan PT. Sari Rejeki Agung. 

Berdasarkan Pasal 1548 KUHPerdata, “Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, 

dengan mana  pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan 

suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran 

suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat 

menyewakan berbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak.” 

Kemudian dibuatlah perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara Pemerintah 

Desa Banyuraden Gamping Sleman dengan PT. Sari Rejeki Agung  pada 21 

September 2005 dengan objek tanah seluas seluas 3.136 m2. Jangka waktu sewa 

menyewa selama 20 tahun terhitung sejak tahun September 2005 hingga 

September 2025. Setiap tahun, PT. Sari Rejeki Agung berkewajiban 

membayarkan uang sewa sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua pulih lima juta rupiah) 
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dan akan naik sebesar 3% (tiga persen) dari besarnya harga sewa setelah 5 tahun 

berjalan. Suatu perjanjian apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian 

sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, maka suatu perjanjian 

menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. 

Lazimnya semua perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam 

pelaksanaannya seharusnya para pihak memenuhi apa yang mereka telah sepakati 

untuk dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian, 

pemenuhan perjanjian atau hal-hal yang harus dilaksanakan tersebut disebut 

prestasi, dengan telah dilaksanakan prestasi itu maka kewajiban para pihak 

berakhir. Sebaliknya apabila salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi atau 

kesepakatan sesuai yang seharusnya maka disebut wanprestasi. 

 Ditengah kehidupan normal dengan berbagai kepentingan dan tujuan 

meskipun telah terwadahi dalam perjanjian yang sempurna, kerapkali terjadi 

penyimpangan dari perjanjian. Dalam hal ini pada perjanjian sewa menyewa yang 

dikemudian hari terdapat salah satu pihak yang tidak melaksanakan ketentuan 

yang telah disepakati dalam perjanjian atau disebut dengan wanprestasi. Sebagai 

contoh keterlambatan pembayaran uang sewa oleh pihak penyewa yang dapat 

merugikan bagi pihak yang menyewakan. Hal tersebut pula yang terjadi pada 

pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara Pemerintah Desa 

Banyuraden Gamping Sleman dengan PT. Sari Rejeki Agung, dimana PT. Sari 

Rejeki Agung telah melakukan wanprestasi mengenai cara pembayaran dan harga 

sewa yang terjadalam kurun waktu 2009 hingga saat ini. 
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 Maka dari itu, sesuai latar belakang yang telah penyusun uraikan di atas, 

penyusun tertarik untuk mengangkat permasalahan sewa menyewa tersebut dalam 

skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERJANJIAN SEWA MENYEWA 

TANAH KAS DESA ANTARA PEMERINTAH DESA BANYURADEN 

DENGAN PT. SARI REJEKI AGUNG. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka disusun rumusan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara 

Pemerintah Desa Banyuraden Gamping Sleman dengan PT. Sari Rejeki 

Agung sehingga terjadi wanprestasi?  

2. Apa upaya yang dilakukan para pihak dalam penyelesaian wanprestasi 

dalam perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara Pemerintah Desa 

Banyuraden Gamping Sleman dengan PT. Sari Rejeki Agung ? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Dengan melakukan penelitian hukum diharapkan hasil yang dicapai adalah 

untuk memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang 

diajukan. Diharapkan penelitian ini memiliki tujuan dan manfaat dari penelitian 

yang akan di capai, sebagai berikut: 
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1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah kas 

desa antara Pemerintah Desa Banyuraden Gamping Sleman dengan PT. 

Sari Rejeki Agung. 

b. Untuk mendeskripsikan kendala dalam pelaksanaan perjanjian sewa 

menyewa tanah kas desa antara Pemerintah Desa Banyuraden Gamping 

Sleman dengan PT. Sari Rejeki Agung. 

c. Untuk mendeskripsikan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian 

sewa menyewa tanah kas desa antara Pemerintah Desa Banyuraden 

Gamping Sleman dengan PT. Sari Rejeki Agung. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

untuk menambah pengetahuan sekaligus pembanding antara teori yang 

diterima di bangku kuliah dan praktik yang terjadi di lapangan khususnya 

tentang pelaksanaan, kendala dan penyelesain sengketa wanprestasi di 

desa Banyuraden, Gamping, Sleman. 

b. Secara Praktis sebagai syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata 1 

(S1) pada program studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. Hasil skripsi ini juga diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran bagi para praktisi, dan menambah wawasan bagi 

penyusun dan pembaca. 
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D. Telaah Pustaka 

 Sebelum penelitian ini di lakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu 

yang memiliki latar belakang tema yang hampir sama dengan penelitian yang saat 

ini sedang dilakukan oleh peneliti. Namun beberapa penelitian terdahulu tersebut 

juga memiliki ketidaksamaan dengan penelitian ini, berikut uraian beberapa 

penelitian terdahulu: 

 Skripsi karya, Idam Adit Nuraga, Fakultas Hukum, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Sewa Tanah 

Kas Desa di Desa Kenaiban Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten”
4
 Skripsi ini 

menekankan Sejauh mana peranan Kepala Desa dan Perangkat Pemerintahan 

Desa dalam proses perjanjian sewa-menyewa tanah kas desa. Lalu bagaimana 

manfaat perjanjian sewa tanah kas desa bagi para pihak dan juga menekankan 

bagaimana perjanjian sewa menyewa tanah kas desa dapat meningkatkan taraf 

hidup petani. Sedangkan didalam skripsi penyusun fokus terhadap substansi 

perjanjian dengan melihat klausa dari perjanjian sewa menyewa dimana terjadi  

ketidaksesuaian pelaksanaan dengan kesepakatan, sehingga merugikan 

Pemerintah Desa. Lalu skripsi penyusun lebih banyak membahas mengenai 

kendala dan upaya yang dilakukan untuk penyelesaian sengketa akibat 

wanprestasi. 

 Skripsi karya, Bisyri Hakim, Fakultas Hukum, Universitas Negeri 

Semarang, yang berjudul “Pengelolaan Tanah Kas Desa di Kabupaten Kendal 

                                                 
 

4
 Idam Adit Nuraga, “Pelaksanaan Perjanjian Sewa Tanah Kas Desa di Desa Kenaiban 

Kecamatan Juwiring Kabupaten Klaten”,  http://eprints.ums.ac.id/6078/ ,diakses 05 April 2017. 

  

http://eprints.ums.ac.id/6078/
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(Studi Kasus di Desa Pisigitan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)”.
5
 Skripsi ini 

fokus membahas mengenai pengelolaan tanah kas desa Pisigitan yaitu dengan 

menyewakan tanah kepada masyarakat desa. Lalu fokus permasalahan dalam 

skripsi ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan tanah yaitu 

faktor eksternal dan internal di desa Pisigitan dan membahas mengenai rangkaian 

kegiatan mulai dari perencanaan lelang tanah kas desa, pelaksanaan lelang, 

pemanfaatan tanah kas desa, pelaporan hasil keuangan, dan pengawasan. 

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penyusun terletak pada fokus pemasalahan 

yang dibahas dimana skripsi penyusun terfokus pada perjanjian sewa menyewa 

tanah kas desa saja. Meskipun di skripsi ini juga membahas kendala-kendala 

dalam pelaksanaan pengelolaan tanah kas desa namun tidak terfokus pada satu 

pokok masalah, sedangkan skripsi penyusun fokus pada kendala-kendala dalam 

pelaksanaan sewa menyewa. 

 Skripsi karya Febriyan Yoga Sanjaya, Fakultas Hukum, Universitas 

Slamet Riyadi Surakarta, dengan judul “Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Diatas 

Tanah Kas Desa Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo”
6
 dimana skripsi ini 

membahas mengenai proses perjanjian sewa menyewa ruko di atas tanah kas desa 

Nguter Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo dan untuk mengetahui akibat 

hukum yang timbul sesudah terjadinya perjanjian sewa menyewa ruko di atas 

                                                 
 

5
 Bisyri Hakim, “Pengelolaan Tanah Kas Desa di Kabupaten Kendal (Studi Kasus di 

Desa Pisigitan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal)”, http://lib.unnes.ac.id/22188/, diakses 04 

April 2017. 

 
6
 Febriyan Yoga Sanjaya, “Perjanjian Sewa Menyewa Ruko Diatas Tanah Kas Desa 

Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo”, http://jurnal-mahasiswa.unisri.ac.id/ 

article/viewFile/270, diakses 04 April 2017. 

 

http://lib.unnes.ac.id/22188/
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tanah kas desa di kemudian hari. Meskipun dalam skripsi ini juga membahas 

mengenai kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa namun 

skripsi penyusun terfokus pada upaya penyelesaian sengketa wanprestasi. Dalam 

skripsi ini pula hanya membahas sejauh mana akibat hukum dari kurangnya 

pengawasan setelah terjadinya sewa menyewa namun tidak membahas upaya 

penyelesaian dalam kasus yang terjadi pada objek penelitian. 

 Skripsi karya Dyah Rahmawati, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap 

Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa 

Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta.”
7
 Meskipun memiliki tema yang sama 

dengan skripsi penyusun yaitu mengenai perjanjian sewa menyewa tanah kas desa 

di Kabupaten Sleman namun dalam skripsi ini menekan pada tinjauan hukum 

Islam. Jadi pembahasan dalam skripsi ini banyak menggunakan aturan-aturan atau 

prepektif Islam dalam membedah permasalahan sewa menyewa tanah kas desa di 

Caturtunggal Depok Sleman. Sedangkan dalam skripsi penyusun menggunakan 

aturan-aturan atau teori Hukum Nasioanl sebagai pisau pembedah permasalahan.  

 Skripsi karya Annis Safitri, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas 

Islam Negeri Sunan Kalijaga, “Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Untuk 

Penanaman Bibit Tebu Perspektif Hukum Islam Studi di Desa Tulung Kecamatan 

                                                 
 

7
 Dyah Rahmawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Dalam 

Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta”, Skripsi 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2006. 
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Sampung Kabupaten Ponorogo.”
8
 Perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi 

penyusun selain dari perbedaan perpektif antara hukum Islam dan Hukum 

Nasional juga pada objek dari sewa menyewa dimana skripsi penyusun mengenai 

tanah kas desa sedang skrispi ini tanah milik perorangan. Pada skripsi ini juga 

mendeskripsikan tentang perspektif Hukum Islam dalam akadnya sewa menyewa 

tanah serta apa yang membatalkannya, sedangkan skripsi penyusun membahas 

kendala dan upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa 

menyewa.  

 

E. Kerangka Teoritik 

1. Kepastian Hukum  

Asas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus 

dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Kepastian pada intinya 

merupakan tujuan utama dari hukum. Jika hukum tidak ada kepastian maka  

hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya. Jika hukum tidak memiliki 

jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap 

orang. Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang saling 

bertentangan, hukum harus sesuai dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh 

masyarakat umum. Asas kepastian hukum juga terkait dengan adanya 

peraturan dan pelaksanaannya. Kepastian hukum akan mengarahkan 

masyarakat untuk berskap positif pada hukum negara yang telah ditentukan. 

                                                 
 

8
 Annisa Safitri, “Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Untuk Penanaman Bibit Tebu 

Perspektif Hukum Islam Studi di Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo.” 

Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.  
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Dengan adanya asas kepastian hukum maka masyarakat bisa lebih tenang dan 

tidak akan mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum dari orang lain.
9
 

Dalam hal ini kepastian hukum dimaksudkan untuk melihat aturan hukum 

dalam perjanjian yang telah dibuat antara kedua belah pihak. 

2. Perjanjian  

Perjanjian erat hubungannya dengan perikatan, karena Pasal 1233 

KUHPerdata menyebutkan bahwa perikatan dilahirkan baik dari undang- 

undang maupun perjanjian. Hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah 

perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian merupakan sumber terpenting 

yang melahirkan perikatan. Mengenai sumber-sumber perikatan, oleh undang- 

undang diterangkan, bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu perjanjian 

atau dari undang-undang. Perikatan yang lahir dari undang-undang dapat 

dibagi lagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari undang-undang saja dan 

yang lahir dari undang-undang karena suatu perbuatan orang. Belakangan ini 

dapat dibagi atas perikatan-perikatan yang lahir dari suatu perbuatan yang 

diperbolehkan dan yang lahir dari perbuatan yang berlawanan dengan 

hukum.
10

 

Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja menyatakan bahwa perjanjian 

dan perikatan merupakan suatu bentuk yang berbeda.
11

 Mariam Darus 

                                                 

 
9
 http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/, diakses 

pada 18 April  2017. 

10
 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermassa, 2001), hlm. 123 

11
 Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian, 

(Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), hlm. 1 

http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-asas-kepastian-hukum/
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Badrulzaman menerjemahkan istilah verbintenis dengan perikatan dan 

overeenkomst dengan perjanjian.
12

 Menurut Soedikno Mertokusumo: 

Digunakannya istilah perjanjian sebagai terjemahan dari overeenkomst, 

disebabkan karena salah satu sahnya overeenkomst adalah toesteming, dan 

perkataan toesteming ini dapat diterjemahkan sebagai persetujuan, kata 

sepakat, persesuaian kehendak. Oleh karena itu jika istilah overeenkomst 

diterjemahkan sebagai persetujuan akan menimbulkan kejanggalan, sehingga 

dari segi operasionalnya lebih menggunakan istilah perjanjian.
13

 Definisi 

perjanjian diatur dalam Pasal 1313 K.U.H.Perdata yang berbunyi, “Suatu 

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. 

Berdasarkan rumusan perjanjian yang telah dikemukakan oleh para 

sarjana hukum tersebut, dapat dilihat unsur-unsur perjanjian sebagai berikut: 

a. Ada dua pihak atau lebih. 

Para pihak yang disebutkan itu adalah subyek pada perjanjian yang 

dapat berupa manusia pribadi atau badan hukum yang mampu atau wenang 

melakukan perbuatan hukum seperti yang telah ditetapkan dalam undang-

undang. 

b. Ada kesepakatan diantara para pihak. 

                                                 
12

 Mariam Darus Badrulzaman dkk, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: PT. Citra 

Aditya Bakti, 2001), hlm. 23 

13
 Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 

2002), hlm. 94. 
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Kesepakatan yang dimaksud adalah yang bersifat tetap. Artinya 

tidak termasuk tindakan-tindakan pendahuluan untuk mencapai kepada 

adanya persetujuan atau kesepakatan. Persetujuan ini dapat diketahui dari 

penerimaan tanpa syarat atas suatu tawaran yang berarti apa yang 

ditawarkan pihak yang satu  diterima oleh pihak lainnya. 

c. Ada tujuan yang akan dicapai. 

Tujuan para pihak mengadakan perjanjian adalah agar memenuhi 

kebutuhan pihak-pihak, oleh karena itu di dalamnya harus ada tujuan yang 

akan dicapai. Tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketertiban 

umum, kesusilan dan tidak dilarang oleh undang-undang. 

d. Ada prestasi yang harus dilaksanakan. 

Dalam suatu perjanjian, para pihak disamping memperoleh hak 

dibebani pula dengan kewajiban-kewajiban yang berupa suatu prestasi. 

Prestasi merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak 

sesuai persyaratan atau syarat-syarat perjanjian, misalnya penjual 

berkewajiban menyerahkan barang yang telah dijualnya. 

Perjanjian yang sah menimbulkan perikatan atau hak dan 

kewajiban bagi para pihak yang membuatnya. Dalam suatu perjanjian ada 

kalanya terjadi wanprestasi, yang artinya menurut Soedikno Mertokusumo, 

adalah: tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, 

baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang 

timbul karena undang-undang.
14

 

                                                 
14

 Ibid., hlm. 73. 
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3. Perjanjian Sewa Menyewa 

Pengertian sewa menyewa dalam diatur dalam Pasal 1548 

K.U.H.Perdata Buku ke III sebagai berikut: “Sewa menyewa ialah suatu 

perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama 

waktu tertentu, dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak 

tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”. 

Sewa menyewa seperti halnya dengan jual beli dan perjanjian-

perjanjian yang lain pada umumnya, ialah suatu perjanjian konsensuil, artinya 

ia sudah sah dan mengikat pada detik tercapainya kesepakatan mengenai 

unsur-unsur pokok yaitu barang dan harga. Kewajiban pihak yang satu 

menyerahkan barangnya untuk dinikmati oleh pihak lain, sedangkan 

kewajiban pihak yang terakhir ini membayar harga sewa. Jadi dalam kejadian 

sewa menyewa itu yang diserahkan oleh pemiliknya bukan hak milik atas 

barang tersebut akan tetapi yang diserahkan itu kenikmatan atas barang. 

Kenikmatan tersebut meliputi pemakaian dan pemungutan hasil atas 

barang itu, maka tidak hanya pemilik yang dapat menyewakan sesuatu barang, 

misalnya mereka yang mempunyai hak memungut hasil atas suatu barang juga 

dapat menyewakan barangnya. 

Barang yang dijadikan obyek perjanjian sewa menyewa menurut 

K.U.H.Perdata dalam Bab 7 Buku ke III, tidak harus barang tertentu. 

Peraturan tentang sewa menyewa yang termuat dalam Bab 7 Buku ke III 

K.U.H.Perdata, berlaku untuk segala macam sewa menyewa, mengenai semua 
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jenis barang baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang memakai waktu 

tertentu maupun yang tidak memakai waktu tertentu. Berkaitan dengan hal ini 

Subekti, mengemukakan sebagai berikut: “Karena maksud sewa menyewa itu 

bersifat sementara dan penyerahan barang tidak untuk dimiliki, tetapi hanya 

untuk dipakai”.
15

 Jadi yang penting dalam sewa menyewa adalah, bahwa 

barang yang merupakan obyek dari perjanjian sewa menyewa adalah barang 

yang tidak akan musnah karena pemakaian. Hal ini dikarenakan barangnya 

akan ditarik atau dikembalikan kepada yang menyewakan jika waktu sewa 

menyewa telah berakhir. 

Subekti, mengemukakan sebagai berikut: “Si penyewa jika kepadanya 

tidak diberi ijin oleh pemilik barang, tidak diperbolehkan mengulang sewakan 

kepada orang lain atas barang yang disewanya, maupun melepaskan sewanya 

kepada orang lain”.
16

 Perjanjian mengulang sewa ialah jika si penyewa 

menyewakan lagi barangnya kepada orang lain, tetapi perjanjian sewa 

menyewa masih dipertahankan, sehingga penyewa itu berada dalam hubungan 

sewa dengan pemilik, sedangkan yang dimaksud dengan melepas sewa 

ditujukan kepada perbuatan menyerahkan barang yang disewakan kepada 

seorang pihak ketiga yang sama sekali mengantikan kedudukan si penyewa, 

sehingga orang baru itu langsung berhubungan sendiri dengan pemilik barang. 

Pasal 1559 KUHPerdata disebutkan bahwa jika yang disewa itu sebuah 

rumah yang didiami sendiri oleh si penyewa, maka dapatlah itu atas tanggung-

                                                 
15

 Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermasa, 1996), hlm. 90. 

16
 Ibid., hal 93. 



16 

 

 

jawabnya sendiri, menyewakan sebagian kepada orang lain kecuali kalau 

kekuasaan itu telah dilarang dalam perjanjian sewa menyewa. Dengan 

demikian mengulang sewakan dan melepas sewa adalah perbuatan yang 

dilarang, tetapi menyewakan sebagian diperbolehkan tetapi harus dengan tegas 

disebutkan dalam perjanjian sewanya. Perjanjian sewa menyewa, merupakan 

hak yang bersifat personlijk, artinya hak yang dapat dipertahankan terhadap 

orang tertentu, atau hanya memberikan tuntutan kepada orang tertentu dalam 

hal menyerahkan kenikmatan itu. Selain itu perjanjian sewa menyewa juga 

mengandung unsur yang mempunyai sifat hak kebendaan. Hal ini dapat 

disimpulkan dengan adanya ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1576 

K.U.H.Perdata yang menyatakan bahwa, “Dengan dijualnya barang yang 

disewa, suatu perjanjian sewa yang sebelumnya tidaklah diputuskan kecuali 

apabila hal ini telah diperjanjikan pada waktu menyerahkan barang”. 

Begitu juga jika perjanjian sewanya disertai dengan suatu perjanjian 

penanggungan (borgtocht, guarantie) di mana seorang pihak ketiga 

menanggung pembayaran uang sewa terhadap pemilik, maka perjanjian 

penanggungan dianggap hapus jika barang yang disewa itu dijual kepada 

orang lain. Demikianlah terhadap ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1576 

K.U.H.Perdata dimaksudkan untuk melindungi si penyewa terhadap si pemilik 

baru, jika barang yang sedang disewa itu dipindahkan kelain tangan. 

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1548 KUHPerdata jelaslah 

bahwa hak menikmati barang yang dimiliki telah berpindah semenjak 

terjadinya sewa menyewa sampai waktu tertentu, dan akan berakhir setelah 
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waktu yang diperjanjikan didalam perjanjian sewa menyewa telah habis. 

Setelah waktu yang diperjanjikan selesai maka barang yang disewakan secara 

langsung kembali kepada pemilik atas barang tersebut tanpa harus melalui 

suatu permintaan penagihan-penagihan dan bagi si penyewa juga telah habis 

haknya untuk menikmati barang tersebut, kecuali ditentukan lain menurut 

perjanjian bahwa setelah jangka waktu sewa telah habis, penyewa dapat 

memperbaruhi sewanya. 

Dengan demikian selama jangka waktu sewa berlangsung pemilik 

tidak mempunyai hak untuk menikmati barangnya dan terhadap adanya 

kemungkinan dilampauinya jangka waktu berlangsungnya sewa menyewa, 

yang menyewakan berhak untuk menghentikan sewa itu setiap waktu asal 

diketahui memang si penyewa tidak mengindahkan isi dari perjanjian. Tentang 

harga sewa yang merupakan salah satu unsur yang terdapat dalam Pasal 1548 

K.U.H.Perdata, harga tertentu tidak berarti harus disebutkan dan harus berupa 

uang, tetapi cukup jika harganya ditentukan menurut harga umum. Kalau 

dalam jual beli, harga harus berupa uang, karena jika berupa barang, maka 

perjanjiannya bukan jual beli lagi tetapi tukar menukar, tetapi dalam sewa 

menyewa tidaklah menjadi keberatan bahwa harga sewa itu barang atau jasa. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

jenis penelitian lapangan  Penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian 
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yang dilakukan secara langsung ke objek penelitian yang terkait dengan 

pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah kas desa Banyuraden Gamping 

Sleman.  

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu mengelola dan 

mendeskripsikan data yang dikaji secara sistematis, memahami sekaligus 

menganalisa data tersebut. Setelah data terkumpul, maka kemudian penyusun 

mendiskripsikan terlebih dahulu. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan berupa yuridis empiris untuk menemukan teori-teori 

mengenai perjanjian dan sewa menyewa. Yuridis empiris adalah menganalisis 

permasalahan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan 

data sekunder) dengan data primer yang ada di lapangan. 

4. Bahan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu: 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung berdasarkan 

hasil penelitian baik berupa wawancara maupun dokumen-dokumen 

resmi. 

b. Data Sekunder, terdiri dari: 

1) Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri atas 

peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki 

peraturan perundang-undangan antara lain: Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
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tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan DIY 

Nomor 11 Tahun 2008. 

2) Bahan hukum sekunder adalah kajian teoritis yang berupa 

pendapat hukum, ajaran (doktrin) dan teori hukum sebagai 

penunjang bahan hukum primer yang berupa buku-buku, karya 

ilmiah, atau jurnal. 

3) Bahan hukum tersier (non hukum) yakni bahan-bahan hukum 

yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder 

yang berupa Kamus-kamus Bahasa Inggris, Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, ensiklopedia. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data merupakan cara atau teknik tertentu 

guna memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

Teknik pengumpulan data yang gunakan yaitu : 

a. Wawancara. Merupakan cara memperoleh data dengan melakukan 

tanya jawab secara langsung dengan narasumber dengan 

berpedoman pada pokok permasalahan. Wawancara dilakukan 

peyusun dengan Pemerintah Desa Banyuraden Gamping Sleman 

yaitu Bapak Rahmat Fitri, SE selaku seksi Kesejahteraan dan Bapak 

Suprihono, SH selaku seksi Pemerintahan. Narasumber dari pihak 

PT. Sari Rejeki Agung yaitu Ibu Kelik Zuhad. 
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b. Studi dokumen 

Studi dokumen berguna mendapatkan landasan teori mengkaji 

substansi atau isi suatu bahan hukum yang berupa buku, peraturan 

perundang-undangan, dokumen, dan bahas pustaka lainnya yang 

verkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

6. Teknik Analisis Data 

  Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian lapangan akan 

dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan metode analisis data 

yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian 

lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan 

teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban 

atas permasalahan yang diajukan. 

 

G.  Sistematika Pembahasan 

Untuk lebih mempermudah penyusunan hukum ini, maka penyusun dalam 

penelitiannya membagi menjadi lima bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub bab 

yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun sistematika penyusunan 

hukum ini adalah sebagai berikut: 

Bab satu, pendahuluan,  latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode 

penelitian serta sistematika pembahasan. 

Bab dua, tinjauan pustaka, bab ini berisikan tinjauan pustaka yang 

menyajikan landasan teori tentang tinjauan secara umum khususnya tentang  

perjanjian pengertian perjanjian, asas-asas hukum perjanjian, jenis-jenis 
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perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, pihak-pihak dalam perjanjian serta hak 

dan kewajibannya. Serta tinjauan tentang  sewa menyewa, hak dan kewajiban 

pihak dalam sewa menyewa, risiko dalam perjanjian sewa menyewa, dan 

berakhirnya perjanjian sewa menyewa. 

Bab tiga, bab ini berisikan gambaran umum dan pemanfaatan sewa 

menyewa tanah kas  Desa Banyuraden, Gamping, Sleman, pemanfaatan sewa 

menyewa tanah desa dan kasus posisi tentang pemanfaatan tanah kas desa. 

Bab empat, penelitian dan pembahasan, bab ini berisikan analisis 

pelaksanaan dalam pelaksanaan sewa menyewa tanah kas desa antara Pemerintah 

Desa Banyuraden, Gamping, Sleman sehingga terjadi wanprestasi dan PT. Sari 

Rejeki Agung serta  upaya penyelesaian wanprestasi. 

Bab lima, berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan saran dari 

penyusun. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang dipaparkan dalam bab-bab 

sebelumnya mengenai perjanjian sewa menyewa tanah kas desa antara 

Pemerintah Desa Banyuraden, Gamping, Sleman dengan PT. Sari Rejeki Agung, 

penyusun memperoleh kesimpulan sebagai berikut :  

PT. Sari Rejeki Agung telah memenuhi prosedur dan persyaratan guna 

pemanfaatan tanah kas desa. Dalam pelaksanaannya, atas segala ketentuan yang 

telah disepakati meskipun telah direalisasikan oleh  kedua belah pihak seperti 

dalam hal pembangunan gedung perkantoran dan pertokoan terpadu serta 

pembayaran uang sewa tahunan. Namun PT. Sari Rejeki Agung melakukan 

wanprestasi dengan melanggar kesepakatan dalam perjanjian tentang harga sewa 

dan cara pembayaran yang dikarenakan ketidakstabilan ekonomi dan adanya 

ikhtikad tidak baik. 

Upaya yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam penyelesaian 

wanprestasi ditempuh melalui jalur non litigasi yaitu negosiasi mengenai 

kelonggaran waktu pembayaran.  

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penyusun 

dapat memberikan saran sebagai berikut : 
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1. Bagi Pemerintah Desa 

a. Selalu mengedepankan prinsip kehatian-hatian dalam melakukan 

sewa menyewa dengan pihak manapun dengan cara seleksi ketat 

terhadap calon penyewa, kemudian perlu diperhatikannya 

peruntukan tanah yang akan disewakan tersebut. Hal ini untuk 

mengurangi resiko yang harus dihadapi di kemudian hari. 

b. Melakukan mediasi sebagai upaya alternatif lain guna penyelesaian 

wanprestasi yang dilakukan pihak PT. Sari Rejeki Agung. Adanya 

mediator diharapkan dapat membantu para pihak untuk mencapai 

penyelesaian. Keputusan nantinya tetap ditangan kedua belah pihak. 

Namun Pemerintah Desa harus tegas karena dalam hal ini menjadi 

pihak yang dirugikan. 

c. Pemerintah Desa harus tegas dengan melakukan evaluasi ke 

lapangan secara langsung dan apabila wanprestasi terus terjadi 

diharapkan untuk menempuh jalur hukum. 

 

2. Bagi PT. Sari Rejeki Agung 

Meskipun terkendala pembayaran sewa dengan pihak ketiga, namun 

PT. Sari Rejeki harus tetap bertanggung jawab atas pembayaran sewa tahunan 

dan hutang dengan Pemerintah Desa. Karena sewa menyewa ini telah diikat 

dengan sebuah perjanjian yang memiliki kekuatan hukum karena telah 

menjadi undang-undang bagi pembuatnya.  
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

A. Pemerintah Desa 

1. Apakah syarat untuk menjadi penyewa? 

2. Bagaimana prosedurnya? 

3. Apa saja hak dan kewajiban prestasi yang harus dilakukan oleh 

penyewa dan yng menyewakan? 

4. Kendala/ hamabatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan sewa 

menyewa tanah kas desa? 

5. Bagaimana jika penyewa melanggar perjanjian/kesepakatan sewa 

menyewa tanah kas desa? 

6. Berpengaruh terhadapa apa saja kah jika penyewa melakukan 

wanprestasi dari perjanjian? 

7. Bagaimana cara/upaya penyelesaian jika penyewa tidak membayar 

sewa?  

8. Aapakah ada waktu/kelonggaran bagi penyewa dalam melunasi 

sewanya jika ada keterlambatan pembayaran? 

9. Bila penyewa terbukti melakukan wanprestasi, maka langkah apa dan 

seperti apa yang ditempuh Pemerintah Desa? Penyelesaian apa yang 

diharapkan? 

10. Apakah wanprestasi pernah di selesaikan di Pengadilan? 

 



 

 

B. PT. Sari Rejeki Agung 

1. Apakah betul pihak PT. Sari Rejeki Agung melakukan perjanjian sewa 

menyewa tanah kas desa dengan Pemerintah Desa Banyuraden, 

Gamping, Sleman? 

2. Sejak kapan memtuskan untuk menyewa tanah kas desa? 

3. Apa tujuan dari menyewa tanah kas desa? 

4. Apa kendala/hambatan  yang dalam pelaksanaan perjanjian sewa 

menyewa tanah kas desa? 
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PERJANJIAN SEWA-MENYEWA TANAH KAS DESA

ANTARA
PEitIERI NTAH DESA BANYURAf, EN, K=C,IMATAN GAM PI N G,

KABUPATEN SLEMAN,
PROPINSI DAEMH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Pr. .o*l*tff#oou*o
KiNTENG NOGOTIRTO GAMPING SLEMAN DIY

UNTUK
PEMBANGUNAN GEDUNG PERKANTOMN DAN PERTOKOAN TERPADU

//t.
NOMOR : 01 /LD/ 6Nft/ ztDi-

NoMoR tt /gs /tpn /.x/r*r
Pada hari ini Rabo tanggal 21 september 2005 bertempat di Balai Desa Banyuiaden,

Kecamatan Gamping. Kabupaten Sleman. propinsi Daerah lstimewa yogyakarta, yang

bertanda tangan di bawsh ir,i :

1. BASUKI MCIIMAT : Lurah Desa Banyuraden, berkedudukan di

Desa Banyuraden. Kecamatan Gamping,

Kabupaten Sleman, propinsi Daerah

lstir.rewa Yogyakarta. Dalam hal inr karena

jabatannya bertindak untuk dan atas nama

Pemerintah Desa Banyuraden, l(ec€matan

Gamping, Kabupaten Sleman, yang untuk
' selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. KELIK ZUHAD AL ASYHAR|, S.H. : Direktur Utama pT. Sari Rejeki Agung

beralamat di Kenteng RT 06 / RW 02. Desa

Nogotirto. Kecamatan Gamping. Kabupaten

Sleman, propinsi Daerah lstimewa

Yogyakarta. Dalam hal ini karena
jabatannye bertindak untuk dan atas nama

PT. Sari Rejeki Agung, yang untuk

selanjurnya disebut ptHAK KEDUA.
Berdasarkan Kepurusan Gubemur Daerah rstimewa yogyakarta Nomor 2gfiz42oos,
tanggal 4 Juni 2005 tentang pemberian rzin kepada pemerintah Desa Banyuraden,
Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman unluk menyewakan tanah kas desa kepada
PT. sad Rejeki Agung, maka prHAK KESATJ dan prHAK KEDUA sepakat untuk
mengadakan perjanjian sewa-menyev,a dengan ketentuan dan persyaratan sebagai
berikut :



Pasal 1

Obyek Perjanjian

(1) PIHAK KES.ATII dengan ini menyatakan menyewakan tanah kas Desa Banyuraden

Sertifikat llak Pakai No. 19 Persil 30 SL.l luas 3.136 m2, yang terletak di Padukuhan

Gadingan, Desa Banyuraden, Kecamatin Garnping, Kabupaten Sleman, kepada

PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDIIA dengan ini menyalakan kesediaannya untuk

menyewa tanah kas desa tersebut dari PIHAK KESATU.

i2) Lokasi, keadaan dan batas-batas tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)telah

diketahui oleh kedua belah pihak

Pasal2

Peruntukan

Tanah yang disewa s€bagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 1 oleh PIHAK KEDUA

digunakan untuk penibangunan gedung perkantoran dan pertokoan terpadu.

Pasal 3

Jangka Waktu Sewa

Jangka waktu sewa-menyewa antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA

selama 20 (dua puluh) tahun yang lerdiri dari 4 (empat) tahap, masing-masing tahap

s€lam? 5 (lima) tahun.

Perjarrjian sewa-menyev/a uirluk tahap I berlaku terhitung mulai tanggal 21

Septemb€r 2005 sampai dengan tanggal 20 Septemb€r 2010.

Apabila jangka waktu sebagaimana dirnaksud dalam ayat (2) berakhir dapat

dilakukan perjanjian sewa-menyewa untuk tahap berikutnya, yaitu :

a. Tahap ll : ierhriung mulai tanggal 2l September 2010 s/d 20 Sepenlber 2015.

b. Tahap lll : terhitung mu;ai tanggal 21 September 2015 s/d 20 September 2020.

c. Tahap lV : terhitung mulai tanggal 21 Sepember 2020 std 20 September 2025.

Pelaksanaan Perjanjian s€tva-menyewa untuk tahap ll dan seterusnya dilakukan

setelah evaluasi pelaksanaan perjanjian.

Pasal 4

. Harga Sewa untuk Tahap I

(1),P|HAK KEDUA d:wajibkan membayar kepada PIHAK KESATU uang sewa untuk

tahun pertama dan tahun kedua tahap I sejumlah Rp 25.000.000, (dua puluh lima
juta rupiah ) setiap tahunnya.

(1)

(2)

(4)

I



Harga sewa untuk tahun ketiga sampai

ditetapkan mengalariri kenaikan sebesar 3%

per tahun yang berlaku pada tahun berjalan.

dengan tahun kelima pada tahBp I

(tiga persen) dari besamya harga sewa

(2)

Pasal 5

(j) uans sewa eebasaima." r,J:::tilT::::,. ayat 1 dibayarkan oreh prHAK

KEDUA kepaoa pihak KESATU sec€ra funai untuk masa sewa selama 2 (dua) tahun

selambat-lambatnya 7 hari sejak penanda ranganan perlanjian ini.

(2) Keterlambatan p€mbayaran sewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan

deMa sehesar 2o/o (dua persen) untuk setiap bulan ketedambatan dari besamya

sewa per tahun dengan ketentuan keterlambatan selama-lamanya 4 (empat) bulan.

(3) Apabila s€lama masa tenggang keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2) uang sewa belum dibayar. oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA diwajibkan

nrenyerahken tanah yang menjadi obyek perjanjian kepada PIHAK KESATU tanpa

syarat dan biaya aPapun.

(4) Pembe.yaran uang sewa untuk tahun ketiga sampai tahun kelima tahap I dibayarkan

selambat-lambatr'ya pada akhir bulan September tahun berjalan .

Pasal 6

Jangka Waktu pembangunan

Pembangunan Gedung Perkantoran dan Pertokoan Terpadu sebagaimana dimaksud

dalarn Pasal 2. harus sudah selesai selambat-lambatnya 8 (cjelapan) bulan terhiiung

sej6k ditandatanganinya perjanjian ini.

Pasal 7

Bant,lan ke pemeiintah Desa Banyuraden

selama kegiatan pembangunan, PIHAK KEDUA sanggup memberikan bantuan berupa
sejumlah ..rang kepada PlllAK KESATU sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
Yang dibayarkan serara tunai pada saat p€nandata;lganan perlanjian ini.

Pasal 8

Peralihan Hak

Apabila jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) berakhir
atau terjadinya sebaFsebab lain yang mengakibatkan berakhimya atau batalnya
perjanjian se$€-menyewa sebelum jangka waktu sewa berakhir, maka pIHAK KEDUA



diwajibkan menyerahkan tanah dan bangunan di atasnya kepada prHAK KESATU
tanpa syarat dan biaya ap'a pun.

Pasal 9
,Hak 

dan xeu;liUan ptHAK KESATU
(1) Hak PIHAK KESATU adatah :

a. menerima pembayaran uang sewa tanah kas desa.

b. turut sela melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan PIHAK KEDUA agar
sesua, dengan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

(2) Kewajiban PTHAK KESATU adatah :

a. menyerahkan pengelolaan tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam pasal
l kepada PrHAK KEDUA untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasar 2.

b. b€rssma-sama dengan PIHAK KEDUA memelihara obyek perjanjian sehingga
dapat dipergunakan oleh pIHAK KEDUA sesuai dengan peruniukan
sebagaimana cjimaksud dalam pasal 2.

c, menjarnin bahwa selama masa berlakunya peqanjian sewa-menyewa
sebagaimana dimaksud dalam pasat 3 ayat (1), ptHAK KEDUA tidak akan
mendapat oeringatan, teguran, tuntutan atau dakwaan dalam bentuk apa pun
dari pihak rain yang menyatakan mempunyai irak terlebih dahuru atau tuR t
memp:nyai hak atas obyek perjanjian.

d. tun l serta melakukan pengawasan t€laksanaan kegiatan pIHAK KEDUA agar
sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

e. turut serta menjaga keamanan, keteriiban dan keselamatan serama pelaksanaan
kegiatan.

Pasal 10

Hak. Kewajiban, dan pertanggungjawaban pIHAK KEDUA
(1) Hak PTHAK KEDUA Jdatah memp€rgunakan tanah kas desa yang menjadi obyek

perjanjian untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.
(2) Kewajiban PTHAK KEDUA adatah :

a, membayar uang sewa.

b. Membayar banluan sebagaimana Cimaksud pasal 7.
c. membayar semua beban pajak serta kewajiban lain atas tanah dan bangunan

yang disewa dari ptHAK KESATU.
d. menjamin bahwa selama masa berlakunya perjanjian sewa_menyew:l

sebagaimana din:aksud dalam pasal 3 ayat (1), ptHAK KESATU tidak akan
mendapat peringatan, leguran, tuntutan. atau dakwaan dalam bentuk apa pun



dan dari siapa pun mengenai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2.

memelihara lingkungan di lokasi sehingga tercipta lingkungan yang bersih,

nyaman, tertib, aran, dan sehat^
I

menjaga keamanar, ketertiban dan kes€lamatan selama pelaksanaan kegiatan.

mengaiukan dan mengambil setiap syarat-syarat permohonan p€rizinan yang

diperlukan kepada iqstansi yang beftr€nang.

h. menjaga lingkungan dari kemungkinan adanya dampak yang ditimbulkan akibat
pelaksanaan kegiatan.

(3) Pll-l,AK KEDUA bertanggung jawab atas segata kerusakan-kerusakan yang terjadi

selama jargka waktu sewa sebagaimana dimaksud daram pasar 3 ayat (1) kecuari

PlFl,AK KEDUA dap€t membuKikan hahw-a kerusakan tersebut terjadi bukan karena

kesalahan PIHAK KEDUA.

Pasal I'1

La range n

(1) PIHAK KESATU ditarang :

a. memindahtangankan obyek perjanjian baik sebagian maupun seluruhnya dengan
syarai dan cata apa oun kecuali apabita perjanjian berakhir atau dibatalkan
sebelum jangka waktunya habis atau dalam hal pIHAK KEDUA wanprestasi.

b. menghentikan perjanji3n tanpa kesepakaian denEan pIHAK KEDUA.
(2) Pll-L\K KEDUA ditarang : ."

a. me'nindahtangankan obyek perianjian sebagian atau seluruhnya kepada pihak
lain dengan syarat dan cara apa pun lanpa seizin pIHAK KESATU.

b. menyewakan ulang atau melepaskan sewa kepada pihak lain baik sebagian
naupun seluruhnya taopa p€rsetujuan PIHAK KESATU dengan ancaman
pembatalan atas perjanjian sewa ulang atau pelepasan sewa tersebut.

c, menjadikan laminan a{au agunan atau membebani obyek perjanjian sebagian
maupun seluruhnya, kepada pihak lain.

d. melakukan kggiatan i,ang bertentangan dengan hukum dan norma,no!-ma yang
ada di lokasi obyek perjanjian.

e. men-oubah rr€runtukan obyek p€rjanjian selain sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 alau menggunakan obyek perjanjian untuk keperluan yang dapat
menimbutkan kerugian pada pIHAK KESATU.

e

t

s.



Segala biaya yang .ditimbulkan

pada PIHAK KEDtJA.

Pasal 1 2

Pemh iayaan

seb?gai akibat pelaksanaan perjanjian ini dibebankan

Pasal 1 3

, 
pencabutan atau pembatalan Hak Sewa

(1) Perjanjian sewa-,nenyew3 ini dapat dicabut atau dibatarkan di kemudian hari
apabila :

a' P,HAK KEDUAT tidak memenuhi kewajiban dan terbu*i merugikan prHAK
KESATU;

b. PIHAK KEDUA meranggar rarangan sebagaimana dimaksud dalam pasar .11.

(2) Akibat dari dibatarkan atau batarnya hak sewa karena sebab.sebab sebagaimana
dimaks .rd daram ayat (1) uang sewa yang. terah dibayarkan oreh prHAK KEDUA
kepada PTHAK KESATU tidak dapat diminta kembati.

Pasat 14

Keadaan Memaksa / Force Majeur
(1) Apabira terjadi keadaan memaksa (force majeur) yang merupakan keadaen/hal-har

di luar kemampuan manusia sehingga mengakibatkan obyek perjanjian musnah
sehingga 6dak dapat dipergunakan lagi, maka keadaan memaksa tersebut
dinyatakan sebagai force majeur oreh kedua berah pihak secara musyaurarah untuk
mufakai dan dituangkan dalam berita acara.

(2) Musyawarah dilakukan setelah pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut
r,telaporkan kepada Bupati Sleman dalam waKu selambat-lambatnya 14 (empat
belas) hari sejak kejadian.

(3) Akibat dari terjadirD'a keadaan mcmaksa tersebut perJanjian sewa gugur demihukum dan pembayaran yang sudah dirakukan prHAK KEDUA tidak dapat dimintakembali.

(4) Apabiia terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan rusak atau musnahnya
sebagian obyek petanjran. akan tetapi sebagian yang lain masih dapat oip"rgunaLan
sesuai dengan peruhtukannya, maka kedua belah pihak sepakar untuk melakukan
musyawarah untuk mufakat.

(5) Akibat dari terjadinya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud daram ayat (4)
maka perianjran sewa ini dapat ditinjau kembati.

'o

I

fth, li"i



Pasal 15

Penyelesaian Perselisihan

Bilamana terjadi perselisihar: atau ketidaksepakatan dalam pelaksanaan perjanjian ini

maka kedua belah pihak tedebih dahulu mengadakan musyawarah untuk mr.rfukat dan

.jika masih tidak menghasilkan csnyelesa,an kedua belah pihak menyetujui untuk

memilih domisili hukumnya di Keparite,aan Pengadilan Negeri Sleman.

Pasal 16

Ketentuan Peralihan

Hal-hal yang belum cukrlp diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan

kesepakstan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

perjanjian ini.

Pasal 1 7

Saat berlakunya perjanjian

Perjanjian ini 5erlaku dan mengikat secara sah sejak ditandatangani.

Demikian perjanjien ini dibuat dalam rangkap 5 (lima), 2 (dua) diantaranya bermeterai

cukup dan m:mpunyai kekuatan hukum yang sama.

KELIK ZUHAD AL ASYFIARI, S.H.
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Pi:Vli-RlN IAH KABUPATiN SLEVIAi!

KECAMATAN GAMPING

PEM ERINTAH DESA BANYURADEN
Alamol:Teealyoso Eanyuroden Gomping Sleman Dly Telp p274)621626 E-noil: deso.bonyuroden@qmoil.com

Nomor
Lamp.

Perihal

: O{/ sxa l}nr/zo.L5
: l lembar
: Tagihah

Banyuraden, 2 April 2015

Kep ad a Yth,

Kelik Zuhad Al As.yl-:ri 5H

Direktur Utama PT.Sari Rejeki Agung

Di Kente ng, Nogotirto

Berdasar Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Kas Desa antara Pcmerintah Desa Eanyuraden
dengan PT. Sari Rejeki Agung beralamat di Kenteng Nogotirto Gamping Slenran untuk Pembang tnan
Gedung Perkantoran Dan Pertokoan Terpadu. Nomor 01/LD/8r: r./2005 atau nornor
23/PS/SRA/lX/2005; bahwa salah satu ketentuan pembayaran sewanya dibayar di muka.

Sesuai catatan bahwa saudara mempunyai kwajiban keuangan kepad;r Kami Sejumlah
Rp, 41.288.776,- dengan rincian sebagai berikut :

Untuk ltu irgnr r rrtlara rcgcr,r r$rrrorrtrltI kw jlbitn knU{ngtrr kop tl{ Klrrrl.

f embuso n diso ntpo ikon ke po do Yt h. I

1. Kobog.Pendes Setdo Kob,Slemon
2. lnsryktut lnspekoroi Kobupoten Sleman
3. Comqt Kecomoton Gomping

l-gi 21 -4*-'ort 
-*-)- [l -utt -+

L;
I o",

BJe- ovD '

o 7-,"" ., 4) / (1 I
t

No liem
Penambahan

(Rp )

Perig,rrangan
(Rp)

3aldo Kwaliban
yang harus
dibaya (Rp)

1. Tagihan surpt tgl.16 Qktober 2014 46.288,776,-
7. Titip pembayaran sewa (tgl. 4-11-2014) 5.000.0@,- 4t.288.776,-

t' i', P 't
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